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Abstract


In order to realize the public either keeping with the demans of the public expext fast service, accurate and havr legal certaintyit it is a case against the organizers of licensing in The City Goverment Banjar for implementing the Policy Licensing Health Sector towards Quality Services at the Invetsment Board and Integrated Licensing City of Banjar.

One way of measuring public service policy succsess or failure is determined by the services in accordance not with that expected by the aser licence and the most important factor to achieve successful implementation of policies on when to achieve the goals clearly, transparency and effciency duration, requirement and still not optimal service licensing if tinged with a number of complaints, the complaints either directly or through the news media, this shows the implementation of the licensing service in BPMPPT City of Banjar has not been optimal.

The research method is an approach to the problems that exist on the object of research so as to estabilish the procedure of the research conducted structured and systematic to achieve the research objectives formulated by the methods used in this research is descriptive analysis is a research method which is simply a description what is obtained by researchers in the field accompanied by evidence to be analyzed by researchers in the field accompanied by evidence to be analyzed are then summarized us becoming one conclusion.

Organizations licensing services City of Banjaris the commitment of The City Goverment Banjar to implement regulations permitting the door of course, coordination between sectors is very important withaout which it is impossible service becomes easy and the fulfillment of the demands of the public as a user license, this is the researchers feel the need to conduct research holistically about the increasing licensing services in BPMPPT. Based on the description above researchers to process the data analysis and discussion of policy implementation licensing health sector so that corrective measures can be concluded there are four (4) factors affecting the increase in licensing service that is a factor of communication, resources, dispositios and bureaucratic structure should be improved in the implementation of the licensing service in BPMPPT City of Banjar.  

1.1 Latar Belakang Penelitian
Kebijakan otonomi daerah menjadi pemicu banyaknya lahir peraturan di berbagai tingkatan provinsi dan kabupaten. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Kepmendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing masing. Kota Banjar yang merupakan salah satu kota di Jawa Barat dengan kompleksitas masalah dan karaktersistik masyarakatnya sangat perlu untuk mengatur segala problematika perkotaan. Salah satu yang dianggap perlu untuk diatur ialah mengenai konsep perdagangan dalam hal ini persaingan industri ritel.
Semenjak Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 yang mengharuskan diterapkannya segala program liberalisasi. Hal tersebut berujung pada ditandatanganinya letter of intent dengan IMF yang memberikan peluang besar kepada investasi asing untuk masuk di Indonesia (Harvey David, Januari 2009) salah satunya di bidang industri ritel. Sejak saat itu, peritel-peritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri ritel Indonesia. Pengusaha pasar modern sangat aktif untuk melakukan investasi baik itu dalam skala Hypermarket, Supermarket dan Minimarket. Salah satu contohnya adalah Continent, Carrefour, Hero, Walmart, Yaohan, Lotus, Mark & Spencer, Sogo, Makro, Seven Eleven, dan Circle K.

Berdasarkan data AC Nielsen tahun 2008, diketahui bahwa pertumbuhan pasar modern setiap tahunnya mencatat kisaran angka 10 % hingga 30 %. (AC. Nielsen : 2008). Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi pasar modern sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat. Pasar tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat secara langsung terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan pasar modern tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak terhindari. Tidak hanya itu, karena minimnya aturan zonasi dari pembangunan pasar modern, maka pasar tradisional yang berada di kota-kota besar pun terkena imbasnya. Persaingan head to head akibat menjamurnya pasar modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran pasar modern di tengah tengah pasar tradisional adalah turunnya omzet dan pendapatan terhadap pedagang pasar setiap harinya. Pertumbuhan usaha dibidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin meningkat, perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha. Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan.
Merespon keresahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Untuk menegaskan Perpres No.112 tahun 2007, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Berangkat dari Perpres No.112 Tahun 2007 dan Permendag No.70 Tahun 2013, beberapa kota mulai menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah diantaranya Jawa Timur, Bandung, Manado, Solo, Makassar, Tangerang dan Bekasi. Menarik dicermati, beberapa daerah yang telah terlebih dahulu membuat Perda tentang perlindungan pasar tradisional masih mengalami permasalahan serius dalam mengimplementasikannya di lapangan seperti yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sejak Perda tentang penataan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di sahkan tahun 2008, efek positif terhadap perlindungan pasar tradisional belum nampak. Bahkan beberapa tahun setelah terbitnya Perda tersebut, ekspansi pasar modern dan toko modern justru semakin mendominasi. Beberapa alasan yang mengemuka dikarenakan dalam Perda hanya mengatur secara normatif keberadaan pasar tradisonal dan pasar modern. Sehingga dalam penegakkannya, pemerintah daerah dianggap tidak serius. 

Pasar merupakan salah satu unsur pembentuk ruang atau implementasi dari pemanfaatan ruang. Karena itu dalam proses pembangunannya harus mengacu kepada rencana tata ruangnya. Rencana tata ruang pada hakikatnya wujud struktur ruang dan pola ruang yang diinginkan atau yang direncanakan. Pembangunan pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu kepada rencana tata ruang dari wilayah dimana pasar tersebut akan dibangun, dengan kata lain pembangunannya diorientasikan dalam rangka mendukung stuktur ruang dan pola ruang yang direncanakan. Oleh karena itu sebelum melakukan penilaian (assessment) dan persetujuan (approvement) terhadap usulan pembangunan pasar modern maupun pasar tradisional, terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi rencana pola ruang yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruangnya atau Rencana Detail Tata Ruangnya (RDTRnya). Rencana Tata Ruang mana yang akan dipakai sangat tergantung pada lokasi, besaran, fungsi/skala-pelayanan dari pasar yang akan dibangunnya.

Menarik untuk dicermati bahwa Perda No.15 Tahun 2014 dan Keputusan Walikota No.511.21/Kpts.157-Perindagkop/2014, semenjak diterbitkan, belum mempunyai dampak positif terhadap eksistensi pasar tradisional dan UMKM (Unit Mikro, Kecil, dan Menengah). Melihat fenomena yang terjadi, ekspansi pasar modern di Kota Banjar justru semakin tidak terkendali. 

Di Kota Banjar industri yang dalam dua tahun terakhir ini pertumbuhannya relatif meningkat adalah sektor industri ritel, baik ritel tradisional maupun ritel dalam format pasar modern seperti alfamart dan indomart. Saat ini hampir disetiap kecamatan wilayah Kota Banjar dalam format pasar modern, bahkan di beberapa kecamatan terdapat lebih dari satu ritel dalam format pasar modern. Keberadaan ritel ini tentu saja mendatangkan sisi positif bagi warga masyarakat, dimana mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, keberadaan retail berdekatan dengan pasar tradisional, pada gilirannya menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif tersendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan pasar modern yang berhadap dengan keberadaan pasar tradisional dan letak pasar modern tidak beraturan.. Lebih lanjut berkaitan dengan penataan pasar tradisional, Pasal 4 huruf a dan b Perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan pasar modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Persoalan toko modern ini tak kunjung selesai dibahas. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saling melempar bola terkait perizinan berdirinya toko modern. Pemerintah tidak tegas dalam menjalankan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Dengan semakin menjamurnya toko modern di Kota Banjar, maka pemerintah perlu mempertegas penyelenggaraan usaha dagang, dalam hal ini pemerintah diharapkan bisa membatasi berkembangnya toko modern dan memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan dagang yang tidak mematuhi usaha perdagangan bagi setiap pendirinya.

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,wajib memiliki :

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T untuk Pasar Tradisional;

2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan

3. Izin Usaha Toko Modern disingkat IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. Semua Izin Usaha diterbitkan oleh Walikota dan Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha. Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
Dalam hal proses penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan. 

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Walikota di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahab (2008;41) bahwa “pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrat) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good)”. 

Implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (problem) yang bersifat umum, karena implementasi kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum, maka kebijakan bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Menurut Islamy (2002:17) “kebijakan publik adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan”.  

Lebih jauh Winarno (2002:102), mengatakan bahwa “implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai alat administrasi yang merangkaikan keterkaitan antara aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan atau mencapai tujuan yang diinginkan”. Batasan-batasan tersebut memberikan dasar pemahaman bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implemetansi gagal.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan di Kota Banjar sangat menyadari akan kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang sebaik-baiknya. Pelayanan perizinan yang baik yaitu pelayanan yang sesuai dengan kriteria pelayanan prima yang dicirikan dengan pelayanan yang cepat, transparan dan pasti.

Pelayanan prima tidak mungkin dapai dicapai tanpa partisipasi seluruh elemen baik itu aparatur pemerintah maupun  masyarakat. Untuk itu perlu saling memahami dan mengetahui peran dan posisi masing-masing pihak agar bersama sama dalam mewujudkan pelayanan perizinan sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Bukti keseriusan  pemerintah  tercermin dalam upaya mulai penyempurnaan peraturan, peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan secara bertahap melalui program dan kegiatan  penunjang lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif yang akan peneliti lakukan dalam bentuk penelitian melalui penulisan tesis dengan merumuskan judul : “Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banja
1.2 Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan, maka dilakukannya penelitian ini, untuk mengungkap kenapa belum optimalnya pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E). Apa akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.
1.3 Rumusan Masalah
1.
Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar?
2. Strategi penerapan Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar?

1.4
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.4.1Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti dan menganalisis masalah pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar. 

1.4.2Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi kualitas pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM  pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM  pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.

1.5
Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan administrasi publik yang berkaitan dengan faktor dan strategi implimentasi kebijakan.

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bahan masukan bagi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kota Banjar terutama dalam masalah pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM.

2.1 Kajian Pustaka


Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitan yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari kualitas pelayanan publik secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini :

1. Hasil Penelitian Aminu, Tella dan Mbaya (2012)

2. Hasil Penelitian Budiyanto (2005)
3. Hasil Penelitian Asri Dwi Asmarani (2010)
2.2 
Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup atau cakupan admintrasi publik sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan (Chandler dan Plano:1988:3) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks. Untuk mengetahui ruang lingkup administrasi publik maka bisa dikaji dari tulisan-tulisan teoritisi dan praktisi administrasi publik yang popular dan dapat dijadikan dasar.
Harus diakui bahwa ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu cara untuk melihat cakupan atau ruang lingkup praktis administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis-jenis lembaga departemen dan non departemen yang ada. Menurut (Chandler dan Plano  :1988:3) bahwa apabila kehidupan menjadi semakin kompleks permasalahan maka apa yag dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks.

Terakhir pembentukan dan pengembangan ruang lingkup kajian ilmu administrasi publik juga harus mengikuti tantangan dan masalah yang akan dihadapi administrasi publik dimasa depan, menurut Cooper tantangan administrasi publik abad 21 yang akan berdampak pada kajian admintrasi publik dan mencakup lima arena yakni, Globalization, Diversirty, The Important Of Culture, The Significance Of Limits (environmental, economic, social), The Increasing Complexity Of Intergovernmental And Intersectoral relations, the Important Of Public Law And Legal Processes.
Kata “administrasi” dalam Administrasi Publik diambil dari administration. Chandler & Plano dalam bukunya The Public Administration Dictionary mengatakan bahwa administrasi adalah proses bagaimana kebijakan itu di implementasikan. Administrasi publik berfokus pada penegakan hukum, proses pembuatan akan menerapkan peraturan dan regulasi  menyelenggarakan kebijakan publik. Tujuan admintrasi publik adalah non profit yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, yang berbeda dengan Administrasi Private (swasta) yang bertujuan untuk profit.

Administrasi publik terkait dengan lembaga-lembaga negara bagai pelaksana fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penyelenggaraan kepentingan publik (administrasi dalam arti luas). Komponen utama administrasi publik : organisasi, personalia dan keuangan yang bertujuan dalam pemecahan masalah dalam ketiga masalah tersebut (administrasi dalam arti sempit).

Jadi makna “administrasi” disini lebih mengarah pada kebijakan, pemerintahan dan negara. Bukan mengarah pada catat mencatat, kantor ataupun tata usaha. Oleh karena itu di Amerika dan negara-negara barat lainnya, makna admintrasi itu sendiri sudah cukup menjelaskan bahwa ada konotasinya dengan negara atau publik, sehingga tidak lazim digunakan kata negara (state) untuk disandingkan dengan kata admintrasi misalnya administrative atau administratief saja. Admintrasi Publik selalu ada hubungannya dengan kebijakan dan negara.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik” itu sendiri. Ada yang mempersepsikan administrasi publik sebagai administrasi of public, administrasi for publik, administrasi by publik, yaitu :

1. Administrasi of public, bagaimana menunjukan pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa yang selalu aktif dan berinisiatif untuk mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting bagi masyarakat. Masyarakat diberlakukan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu dan harus tunduk dan menerima apa saja yang dilakukan pemerintah.

2. Administrasi for public, dipersepsikan lebih maju dari yang diatas, yaitu pemerintah berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan terhadap publik (service provider). Disini pemerintah sudah lebih responsive atau lebih tanggap apa yang dibutuhkan masyarakat dan mencari cara pemberian pelayanan terbaik untuk publik. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran untuk kegiatan pemerintah tidak berupaya menolong publik dan besar kemungkinan memperdaya publik.

3. Administrasi by public, membawa suatu makna yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, kegiatan lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berusaha memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus bergantung terus menerus kepada pemerintah.

2.3
Lingkup Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan


Carl J Federick sebagaimana dikutip (LeoAgustino:2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, (Solichin Abdul Wahab:2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

a.
Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;

b.
Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;

c.
Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;

d.
Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;

e.
Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;

f.
Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;

g.
Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;

h.
Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;

i.
Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga lembaga pemerintah;

j.
Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut (Budi Winarno:2007:15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno:2009:11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip (Suandi:2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip (Islamy:2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with aproblem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut (Budi Winarno:2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip (Budi Winarno:2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang   dan   sektor   seperti   ekonomi,   politik,   sosial,   budaya,  hukum,  dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritativeallocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan public sebagai a projected program of goal,value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip (Budi Winarno:2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip (Leo Agustino:2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip (Tangkilisan:2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip (Islamy:2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government chooseto do or not to do” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).
Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip (Tangkilisan :2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip (Leo Agustino:2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocationof values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan dalam (Anderson:1975) menyebutkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi, hakekat proses administrasi, kepatuhan atas suatu efek atau dampak implement.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (out put) maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam (Winarno:2005), proses implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forthe inprior decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan), (grindle dalam abdul Wahab:2005), implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan–keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Fungsi implementasi kebijakan menurit (Abdul Wahab:1997) adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome (hasil). Sayangnya, dalam khasanah pengetahuan yang kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasar terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya pada para ahli ilmu politik menaruh perhatian yang besar terhadap masalah persoalan pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan.

Proses untuk melakukan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Karena itu, keliru apabila menganggap bahwa proses pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus tanpa hambatan. Harus di pahami bahwa proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek to implement (untuk pelaksanaan) berarti to provide the means fof carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), berarti to give practical effect to (menimbulkan dampak pada sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhinya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharap (intended) maupun yang tidak diharapkan.

Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan adanya sifat implementasi kebijakan menurut (Islami:1997-102-106). Sifat kebijakan di bedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. 
Bersifat Self Executing yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkanya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

2. 
Bersifat Non Self Executing bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

2.1.7  
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

1.
Model Edwards III (1980:9) mengemukakan :

“in our approach to the study of public policy implementation, we begin in the abstract and ask; whar are the preconditions for successful policy implementation”.

Untuk menjawab pertanyaan penting tersebut maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yakni :

“four critical factors or variabel implementing public policy communication, resourches, dispositions or attitudes and bureaucratic structure”

Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi; ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat, dalam implementasi kebijakan publik dari faktor-faktor mendasar tersebut ditampilkan agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi diantaranya :

a. Communication

b. Resourches

c. Dispositions or attitudes

d. Bureaucratic Structure

2.
Model Van Meter dan Van Horn

Model proses implementasi kebijakan ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut A Model of the Policy Implementation Process yang beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, selanjutnya ditawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). Van Meter  dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipilogi kebijakan menurut  : “a) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan b) Jangkauan atau kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi”. Jalan yang mempertalikan antara kebijakan dan prestasi kerja tersebut adalah sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel itu menurut Wahab (2008:79) tersebut adalah :

1.
Ukuran dan tujuan kebijaksanaan.

2.
Sumber-sumber kebijaksanaan.

3.
Ciri-ciri atau sifat badan/istansi pelaksana.

4.
Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

5.
Sikap para pelaksana.

6.
Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

3.
Model Hogwood dan Gunn

Model ini disebut “The top down approach”. Menurut Hogwood dan Gunn (1984:199-206).

Hogwood dan Gunn menekankan bahwa kemampuan atau penyempurnaan dalam konteks ini hanya merupakan suatu konsep analitistis/ide dalam pengertian yang ideal yang akan dicapai. 

2.1.8  
Konsep Kualitas Pelayanan


Kualitas pelayanan sangatlah sulit didefinisikan dengan tepat, akan tetapi umumnya kualitas dapat dirinci. Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Nilai yang diberikan pelanggan, sangat kuat didasari oleh faktor kualitas jasa, salah satu tolak ukur penilaian kualitas layanan adalah dengan mendengarkan atau mengumpulkan presepsi dari responden mengenai kualitas layanan. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antar pemberi dan penerima layanan (Sinambela, 2006:6).

Gasperz, Vincen (1975:5) memberi pengertian kualitas pelayanan yaitu “Kualitas diartikan segala sesuatu yang menentukan kepuasaan pelanggan dan supaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus sehingga dikenal istilah Q-MATCH (Quality-Meets Agreed and Changes)”. Menutur Arief(2007:118) mengatakan ada dua faktor  utama yang utama yang mempengaruhi kualitas jasa/pelayanan yaitu expected service dan perceived service apabila yang diterima sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik atau memuaskan. Jika jasa diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas dipersepsikan ideal.

Prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas menurut Batinggi (1999:2-5) adalah sebagai berikut :

a.
Sebelum segala sesuatunya dimulai, maka proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal;

b.
Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat proses dan prosedur tidak boleh membingungkan dan mengandung interprestasi ganda;

c.
Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dengan sistem, suatu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem ini baik maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi;

d.
Peninjauan kualitas dari segi exsekutif perlu dilakukan secara periodik dalam arti perlu diadakan penyempurnaan dari prosedur kerja jika dipandang perlu dengan memperhatikan selera pihak yang dilayani;

e.
Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin organisasi menciptakan iklim budaya organisasi yang memuaskan perhatian secara konsisten pada peningkatan kualitas dan kemudahan menyempurnakan secara berkala;

f.
Kualitas berarti memenuhi kebutuhan, keinginan selera konsumen/pelanggan;

g.
Kualitas menuntut kerjasama yang erat setiap setiap orang dalam organisasi hendaknya memandang orang lain sebagai fatnernya yang dapat dilihat dan dihargai sebagi bagian dari penentu berhasilnya melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat ditentukan oleh pelanggan jasa sesuai tidaknya dengan yang diharapkan, jika telah sesuai maka kualitas layanan dikatakan baik, begitu pula sebaliknya maka kualitas layanan dinyatakan kurang baik/belum memuaskan. Sebagai tingkat kesenjangan antara harapan-harapan atau keinginan-keinginan konsumen dengan kenyataan yang mereka alami Zeithmal , et.al (1990-19). Disebutkan selanjutnya bahwa harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya dari mulut ke mulut., kebutuhan-kebutuhan konsumen itu sendiri, pengalaman masa lalu dalam mengkonsumsi suatu produk dan komunikasi eksternal melalui media. Menurut Zeithaml-ParasuramanBerry (1990-19) :

“Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen”.

Kelima dimensi serqual itu mencakup beberapa sub dimensi sebagai berikut :

1.
Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi). Dimensi ini berkaitan dengan kemoderenan perlatan yang digunakan, daya tarik fasilitas yang digunakan, kerapihan petugas serta kelengkapan peralatan penunjang pamlet atau flow chart.

2.
Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya). Dimensi yang berkaitan dengan janji menyelesaikan sesuatu seperti diinginkan, penanganan keluhan konsumen, kinerja pelayanan yang tepat, menyediakan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan serta tuntutan pada kesalahan pencatatan.

3.
Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen). Dimensi responsiveness mencakup antara lain : pemberitahuan petugas kepada konsumen tentang pelayanan yang diberikan, pemberian pelayanan dengan cepat, kesediaan petugas memberi bantuan kepada konsumen serta petugas tidak pernah merasa sibuk untuk melayani permintaan konsumen.

4.
Assurance (kemampuan serta keramahan dan sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen). Dimensi assurance berkaitan dengan perilaku petugas yang tetap percaya diri pada konsumen, perasaan aman konsumen dan kemampuan (ilmu pengetahuan) petugas untuk menjawab pertanyaan konsumen. 

5.
Emphaty (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen). Dimensi emphaty memuat antara lain : pemberian perhatian individual kepada konsumen, perusahaan memiliki petugas yang memberikan perhatian khusus pada konsumen, pelayanan yang melekat di hati konsumen dan petugas yang memahami kebutuhan spesifik dari pelanggannya.

Dari kelima indikator dan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah kesanggupan untuk melayanai baik yang dirasakan telah sesuai dengan keinginan konsumen/pelanggan, sehingga apa yang diberikan oleh satu organisasi pelayanan telah memenuhi apa yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

2.2 Kerangka Berpikir


Kebijakan publik merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk mengatasi persoalan (problem) yang bersifat umum karena kebijakan berkaitan dengan kepentingan umum maka kebijakan harus memiliki kekuatan yang bersifat memaksa agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang dperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengatahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan kebijakan publik gagal. Salah satu produk peraturan pemerintah terbaru tentang pelayanan publik.
2.3 Prosisi

Berdasarkan paradigma berfikir di atas peneliti mengajukan proposisi sebagai berikut :

1. 
Faktor-faktor Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar akan menentukan kualitas pelayanan publik.

2. 
Strategi yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pelayanan perizinan ditentukan oleh strategi perbaikan : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Aparat dan Struktur Birokrasi.
3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa adanya peningkatan permohonan pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang diwajibkan memiliki IUP2T, IUPP dan IUTM. Oleh karena itu penelitian dimaksudkan untuk mengukur dan mendeskripsikan persepsi masyarakat akan pelayanan perizinan yang telah diberikan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar. 

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha sebagai pengguna jasa pelayanan perizinan. Sejalan dengan konteks tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana kualitas pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar. 
3.1.1  
Letak Geografis Kota Banjar

Kota Banjar adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan (yaitu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya).

Luas Wilayah Kota Banjar sebesar 13.197,23 Ha, terletak di antara 07(19( - 07(26( Lintang Selatan dan 108(26( - 108(40( Bujur Timur, secara administrasi, Pemerintahan Kota Banjar meliputi 4 (empat) Kecamatan  yaitu : Banjar, Pataruman, Purwaharja dan Langensari. Sedangkan jumlah desa/kelurahan di Kota Banjar tercatat sebanyak 25 desa/kelurahan, terdiri dari 8 kelurahan dan 17 desa.

3.1.2  
Visi dan Misi Kota Banjar 2014-2018


Pembentukan Kota Banjar sebagai daerah otonom baru yang terpisah dari daerah induk Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan di Kota Banjar sejak diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Visi :

“Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri, dan Sejahtera Menuju Banjar Agropolitan”

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas SDM.

2. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 

4. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Terhadap Hukum, serta Tata Kelola Pemerintahan secara profesional untuk Menjamin Terciptanya Good Governance dan Clean Government
3.1.3  
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar

1. Visi dan Misi BPMPPT Kota Banjar


Visi :

“Terwujudnya  Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Yang Profesional Pada Tahun 2018”

Misi :

1. Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Profesional Untuk Menjamin Terciptanya Good Governance.
2. Profil BPMPPT Kota Banjar


Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Banjar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E).
3. Program dan Prioritas Renstra BPMPPT Kota Banjar Tahun 2014-2018

Tahun 2014 :

· Tersedianya rancangan regulasi bidang PM dan perizinan RUPM

· Peningkatan mutu dan pelayanan perizinan yang lebih terjangkau dan responsif

· Peningkatan intensitas promosi sektor/bidang usaha unggulan dan kerjasama investasi
· Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan

Tahun 2015 :

· Tersedianya regulasi bidang PM dan perizinan/RUPM

· Peningkatan koordinasi antar institusi/lembaga yang terkait pelaksanaan penanaman modal 

· Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi

· Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dunia usaha

Tahun 2016 :

· Pelaksanaan pelayanan perizinan secara online

· Rancangan pemanfaatan pelayanan perizinan melalui e-KTP

· Melaksanakan promosi investasi nasional dan internasional

· Pelaksanaan pelayanan berbasis ISO

Tahun 2017 :

· Pelaksanaan pengawasan investasi yang ada di Kota Banjar

· Pelaksanaan seluruh perizinan online berbasis Web

· Pelaksanaan pelayanan perizinan dan investasi berbasis sistem manajemen mutu

Tahun 2018 :

· Meningkatkan nilai realisasi investasi dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar

· Meningkatkan pelayanan perizinan dan investasi di Kota Banjar

· Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau

· Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal.

4. Tugas Pokok dan Fungsi BPMPPT Kota Banjar

Tugas Pokok :

“Melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan”
Fungsi :

· Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

· Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

· Pembinaan urusan pemerintahan daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Susunan Organisasi BPMPPT Kota Banjar

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, terdiri dari :

A. Kepala Badan

B. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program dan Evaluasi

C.
Bidang Penanaman Modal, membawahi :

1. Sub Bidang Promosi dan Penanaman Modal

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

D. Bidang Pelayanan, membawahi :

1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan

2. Sub Bidang Pelayanan Informasi

E. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, membawahi :

1. Sub Bidang Penyuluhan

2. Sub Bidang Pengaduan

3.1.4  
Isu Strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kota Banjar, kegiatan yang direncanakan kedepan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya terutama penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks “Clean Governance” yang pro-poor, pro-growth dan employment sebagai triple track yang menganut 8 prinsip dasar dalam pelayanan perizinan, yaitu : (1) Asas kepastian hukum, (2) Kesimbangan, (3) Ketidak berpihakan, (4) Kecermatan, (5) Tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau mencampur adukan kewenangan, (6) Keterbukaan, (7) Profesionalitas, (8) Kepentingan umum.

Isu-isu strategis mengenai permasalahan pembangunan di bidang aparatur antara lain : kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif dan berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi dan pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar tersebut, aparatur BPMPPT harus berkemampuan tinggi dan profesioanl dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan. Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPMPPT Kota Banjar, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategis yang tepat dalam mewujudkannya.
3.2 Metode Penelitian
Beranjak dari latar belakang, masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian tentang “Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Terhadap Kualitas Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. 

Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini dharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Disamping itu penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan seorang peneliti sekaligus juga sebagai instrument penelitian yang akan memahami tentang karakteristik lapangan yang berintegrasi dengan kehidupan masyarakat yang diteliti. Dengan demikian tujuan pemilihan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena menurut persepsi masyarakat dan pemerintah, dengan dukungan teoritik yang ada dibangun kerangka pikir dan hipotesa kerja.

3.3 Data Yang Diperlukan

 Adapun rincian data yang dibutuhkan untuk dijadikan batasan dalam mengembangkan materi diskusi dan pengamatan ketika observasi dan wawancara :

1.
Mekanisme Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar.
2.
Keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi program dan evaluasi kebijakan.
3.
Pencapaian sasaran  Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPPT) Kota Banjar, khususnya dalam mengurus perizinandi bidang pelayanan.
4.
Faktor-faktor penyebab rendahnya implementasi program dalam pelayanan publik.
5.
Bagaimana peran pemerintah daerah dalam program pelayanan publik.
6.
Upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan program pelayanan publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.
7.
Mekanisme evaluasi kebijakan publik dalam memberikan output pelaksanaan pelayanan publik.
3.4 Sumber Data
Jenis data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkentingan dan pelaku utama baik dari Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar dan masyarakat yang berhubungan dengan program pelayanan publik di bidang pelayanan. Data sekunder berupa data tertulis yang bersumber dari buku, dokumen, data statistik, peraturan-peraturan, foto, peta yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah implememtasi kebijakan perizinan

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah representasi dari :
1. Pejabat yang terkait dengan pelayanan perizinan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, yakni Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.

2. Aparat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar yang terkait langsung dengan proses pelayanan perizinan.
3. Tokoh masyarakat dan pelaku usaha dan masyarakat yang dipandang dapat merepresentasikan dan mengetahui serta memahami masalah pelayanan perizinan di Kota Banjar.

4. Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar yang terkait langsung dengan perumusan kebijakan pelayanan perizinan di Kota Banjar.  
Semua key informants memberikan data dan informasi yang benar dan menurut kebenaran kenyataannya karena peneliti melakukan pendekatan membangun sikap saling percaya antar informan dengan peneliti. Sikap saling percaya itu telah menjadi modal untuk melakukan komunikasi, tidak saja ketika melakukan wawancara lisan tetapi juga dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi yakni melalui jasa e-mail dan telepon.
3.5 Latar dan Lapangan Penelitian


Latar (setting) penelitian adalah situasi berlangsungnya observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat dan pihak pemerintah. Lapangan (field) penelitian merupakan lokasi terdapatnya program pelayanan publik, khususnya di bidang infra struktur.

Wawancara kepada informan dilakukan di tempat dan pada jam yang disepakati, yang diikuti dengan pengamatan mendalam terhadap prilaku dan tutur kata obyek yang diamati serta didukung oleh pemberitaan media massa. Situasi berlangsungnya proses pengamatan berperan serta dan dilakukan dalam suasana santai, penuh kekeluargaan dan kondisi saling mempercayai, tanpa tekanan dan tidak terpengaruh oleh jabatan. Maksudnya adalah agar informan dapat dengan leluasa, tanpa tekanan dan dapat menyampaikan pengalaman, pemikiran dan pertimbangannya secara obyektif tentang obyek penelitian.

3.6 Tahap dan Prosedur Penelitian

3.6.1
Tahap Pra Lapangan


Dalam pra lapangan ini dilakukan penyusunan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, pengurusan izin penelitian, penjajagan atau penilaian kondisi fisik lapangan, penentuan nara sumber atau informan, penyiapan perlengkapan penelitian serta persiapan diri peneliti untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan obyek penelitian.

3.6.2
Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lokasi dan obyek penelitian, berperan serta dalam proses pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, selain itu peneliti menjalin hubungan dalam pergaulan dengan subyek penelitian baik selama maupun sesudah mengumpulkan data, selain itu peneliti memainkan peran yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam arti berusaha untuk tidak terpengaruh oleh subyek penelitian.

3.7 Teknis Pengumpulan dan Pencatatan Data

Dalam pengumpulan dan pencatatan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melihat hasil kebijakan yang sedang berjalan, pelaksanaan observasi lapangan disertai juga dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara ditindaklanjuti dengan pengecekan pada literatur dengan melaksanakan studi dokumentasi. Dilakukan dengan cara :
1. Teknik Pengamatan Langsung (Observasi)

2. Teknik Wawancara Mendalam (in depth interview)
3. Studi Dokumentasi

4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

3.8 Teknis Pengolahan dan Analisa data

Teknik yang dilakukan dalam pengolahan dan analisa data adalah dengan menggunakan analisa SWOT, yang merupakan identifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa strategi ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namum secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor startegis perusahaan (keuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini.
3.9 Lokasi dan Jadwal Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, dimana institusi tersebut merupakan salah satu leading sector dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Banjar, sebagai objek utama penelitian. Adapun alasan dalam memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan: (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar bertekad untuk mendukung Kota Banjar dalam upaya peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondufsif di daerah melalui kemudahan perizinan pada kelembagaan PTSP daerah dan; (2) Institusi tersebut, merupakan salah satu lembaga strategis dalam menterjemahkan kebijakan publik  dalam  lingkup  pelayanan  perizinan, sehingga out put nya diharapkan mampu menghasilkan model kebijakan publik yang berkualitas sesuai tuntutan dan  kebutuhan masyarakat.   
4.1
Kebijakan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat. Adapun kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Tachyan, 2008:19). Kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992:18-19) dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato pejabat teras pemerintah atau dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPPT dapat ditelusuri dari beberapa produk kebijakan yakni :
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;

b. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

f. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

g. Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Unsur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar; 

h. Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar;

i. Keputusan Walikota Banjar Nomor : 137.1/Kpts.149-BPMPPT/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan;

j. Peraturan Walikota Banjar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengaduan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar;

k. Keputusan Kepala Badan Nomor : 503/Kpts.21 BPMPPT tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanaman Kota Banjar.

Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dibentuk Tim Teknis. Adapun tugas dari Tim Teknis adalah memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala BPMPPT Kota Banjar.  

Tim Teknis ini merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjar, yang terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH).

3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

6. Dinas Pekerjaan Umum.

7. Dinas Pertanian dan Perikanan.

8. Dinas Kesehatan.

9. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

11. Kecamatan Banjar.

12. Kecamatan Pataruman

13. Kecamatan Purwaharja.

14. Kecamatan Langensari.

Tim Teknis bertanggungjawab kepada :

a. Kepala Badan, terkait dengan admintrasi perizinan;

b. Kepala Peangkat Daerah, terkait dengan substansi saran pertimbangan/rekomendasi teknis perizinan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Tim teknis mempunyai fungsi :

a. Pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan;

b. Penyusunan kajian teknis;

c. Pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada perangkat daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis sesuai bidangnya;

d. Penerbitan dokumen saran/pertimbangan teknis; 

e. Perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan.
4.2 Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM yang Dilayani di BPMPPT Kota Banjar
4.2.1 
Pelayanan Perizinan IUP2T, TUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM merupakan salah satu jenis pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar.

Perizinan Bidang Pelayanan diantaranya :

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh Walikota.

2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Walikota.

3. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Walikota.
42.2 Tahapan Atau Alur Proses Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :

a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;

b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan

c.
IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Walikota. Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :

a. 
Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :

1. Copy persetujuan pemanfaatan ruang dari Walikota.

2.
Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

3. 
Copy Surat Izin Gangguan (HO).

4. 
Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

5. 
Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya.

6.
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

b. 
Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :

1.
Copy persetujuan pemanfaatan ruang dari Walikota.

2.
Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

3.
Hasil analisis tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk bagi toko modern minimarket serta rekomendasi dari instansi yang berwenang.

4.
Copy Surat Izin Gangguan (HO).

5.
Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

6. 
Copy Akte Pendirian Cabang Perusahaan yang dilegalisir.

7. 
Rencana kemitraan dengan UMKM.

8.
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:

a. 
Hasil analisa kondisi sosial, ekonomi masyarakat;

b. 
Copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;

c. 
Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;

d. 
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan

e. 
Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.

Rekomendasi dari instansi yang berwenang diterbitkan oleh Dinas. Permohonan diajukan kepada Walikota melalui Pejabat Penerbit Izin Usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan. Permohonan ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan. Permohonan diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan. Apabila Permohonan dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan. Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap. Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir surat permohonan diatur dengan Peraturan Walikota.
Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. Izin Usaha berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. Izin Usaha wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenakan biaya.
4.3 Deskrispsi Hasil Penelitian
4.3.1 Deskripsi Informasi Penelitian

Dari hasil penelitian data primer terhadap 6 informasi, diperoleh karakteristik sebagai berikut :

	No.
	Pekerjaan
	Usia
	Jenis Kelamin
	Asal domisili

	1.
	Kepala BPMPPT Kota Banjar
	42
	Laki-laki
	Banjar

	2.
	Aparat BPMPPT Kota Banjar
	38
	Perempuan
	Banjar

	3.
	Tokoh Masyarakat
	55
	Laki-laki
	Banjar

	4.
	Pelaku Usaha
	47
	Laki-laki
	Bandung

	5.
	Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar
	54
	Laki-laki
	Banjar


4.3.2 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Ditinjau dari Model Edward III

Dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar adalah sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George C Edwards III. Menurut Edwards, ada empat faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.3.2 Deskripsi Implementasi Kebijakan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan Ditinjau dari Model Edward III

Dalam penelitian, pendekatan yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar adalah sebagaimana teori yang dikemukakan oleh George C Edwards III. Menurut Edwards, ada empat faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.3.2.1 Deskripsi Dimensi Komunikasi


Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam komunikasi kebijakan, yakni : transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards (dalam Winarno, 2007:175) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang hatur mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

Komunikasi kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal.

Komunikasi internal terjadi antar elemen dalam organisasi pelaksana pelayanan terpadu meliputi BPMPPT Kota Banjar, Tim Teknis dan Perangkat Daerah terkait. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan dan intruksi-intruksi.

  Komunikasi eksternal terjadi diantara Pejabat BPMPPT dengan pengguna pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna kebijakan perizinan agar dapat tercapai dan terwujud.

4.3.2.2 Deskripsi Dimensi Sumber Daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya untuk melaksanakannya. Dalam penelitian ini indikator ini terkait sumber daya manusia yang diangkat adalah :

a. Jumlah, kemampuan dan motivasi dari personil pelayanan;

b. Sarana prasarana pelayanan perizinan.

Untuk indikator jumlah kemampuan dan motivasi personil layanan, hasil wawancara menunjukan bahwa beberapa informan pengguna layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM menyatakan bahwa personil pelayanan sudah memadai dan pelayanan dinilai cukup baik, berikut pernyataan beberapa informan di lapangan :

Jumlah kemampuan, motivasi personil dan staf sudah dianggap memadai, ini dibuktikan dengan dapat terlayaninya masyarakat khusunya pelaku dunia usaha dalam mengajukan persyaratan IUP2T, IUPP dan IUTM. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan kecil dalam masalah proses pengadministrasiannya. (Hasil wawancara, Agustus 2015)

4.3.2.3 Deskripsi Dimensi Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010;104) disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Indikator dan hasil penelitian dilapangan terkait disposisi yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Sikap aparat penyelenggara pemerintahan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar ;

Sikap aparat penyelenggara pemerintahan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT dipandang oleh pengguna layanan perizinan dinilai cukup baik dan ada peningkatan. Berbagai Standar Pelayanan, Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan diapresiasi cukup baik oleh pengguna layanan dan dinilai sangat membantu dalam peningkatan pelayanan perizinan.

b. Insentif bagi aparat pelaksana kebijakan ;

Pendapat George C, Edward III (dalam Winarno, 2007;201) insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi organisasi. Hasil penelitian mendapatkan fakta di BPMPPT Kota Banjar, belum dilakukan/dijalankan pemberian insentif. Menurut Kepala BPMPPT Kota Banjar persoalan insentif masih diusulkan kepada Pemerintah Kota Banjar. 

c. Perbandingan sikap aparat pelaksana kebijakan dan aparat pengambil kebijakan :
Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap aparat pelaksana kebijakan dan aparat pengambil kebijakan dinilai oleh informan yang menggunakan layanan perizinan tidak ada perbedaaan. Hal ini dikarenakan adanya Standar Pelayanan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM yang diberlakukan di BPMPPT Kota Banjar. Kondisi serupa dirasakan juga oleh para pengambil dan pelaksana kebijakan. Keberadaan Standar Pelayanan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan yang jelas dan tegas sangat membantu mengeleminir terjadinya perbedaan sikap antara aparat pelaksana kebijakan dan aparat pengambil kebijakan.
d. Perubahan sikap perilaku penyelenggara pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM :

Pengguna layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM menilai adanya perubahan sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM yang cukup baik dan terus meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Sikap/perilaku penyelenggara pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM dirasakan semakin mengutamakan sikap melayani demi kepuasaan yang dilayani. 

4.3.2.3 Deskripsi Dimensi Struktur Birokrasi

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2007:203), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan Standar Operating Procedure (SOP) dan fregmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksanan serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fregmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan luar unit-unit organisasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

Struktur organisasi pada BPMPPT Kota Banjar menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Badan sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Badan.
4.4 Kualitas Layanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar


Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan petugas pelayanan melayani permohonan perizinan.

2. Kedisiplinan dan tanggungjawab petugas pelayanan melaksanakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.

3. Kemampuan petugas memberikan layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.

4. Kecepatan, keadilan dan kesopanan dalam melayani perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.

Untuk kejelasan petugas pelayanan melayani pemohon perizinan  IUP2T, IUPP dan IUTM, para pengguna layanan yang diwawancara langsung oleh peneliti menyatakan bahwa :

1. Kejelasan petugas pelayanan melayani pemohon izin cukup jelas, karena setiap perizinan sudah tercantum persyaratan yang harus dipenuhi dalam daftar yang dituangkan dalam ceklist tanda terima (tokoh masyarakat).

2. Untuk pelayanan secara administrasi penerimaan berkas di BPMPPT Kota Banjar cukup jelas dan bisa diikuti oleh para pemohon jika kekurangan berkas diinformasikan dan dilengkapi dengan selebaran terkait persyaratan yang harus dipenuhi dari setiap perizinan (pelaku usaha).

Untuk kedisiplinan dan tanggungjawab petugas pelayanan melaksanakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM, semua informan petugas layanan perizinan menyatakan hal yang seragam yakni cukup disiplin dan tangungjawab. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM dinilai positif oleh pengguna layanan. Namun karena jumlah personil yang terbatas, rotasi personil dari bidang perizinan satu ke bidang perizinan lain dirasakan agak mengganggu karena belum tentu personil dalam satu bidang perizinan bisa dengan cepat terapil pada bidang perizinan yang lain.

Untuk masalah kecepatan, keadilan dan kesopanan dalam melayani perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM informan yang menggunakan layanan memberikan penilaian ada peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk kecepatan, ada hal menarik yang diungkapkan salah seorang informan akni tokoh masyarakat yang tampak memahami alur proses pelayanan perizinan. Menurutnya :

Untuk ukuran kecepatan layanan relatif berdasarkan pengguna perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM, jika persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi maka proses akan cepat tetapi jika tidak akan sebaliknya. (Hasil wawancara, September 2015) 

Selanjutnya untuk soal kenyaman, para pengguna layanan merasakan cukup nyaman mengurus perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar. Hanya saja ada beberapa fasilitas sarana yang harus ditingkatkan seperti ruang konsultasi dan tuang tunggu yang masih sempit.
4.4.1
Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan di BPMPPT Kota Banjar

Struktur organisasi BPMPPT yang ada masih dimungkinkan untuk disempurnakan khususnya yang terkait dengan pengisian sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas. Pemerintah daerah membuka kesempatan, membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui sejumlah program yang melibatkan masyarakat, namun masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Penyelesaian perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM masih memerlukan waktu yang cukup lama, hal tersebut berkaitan dengan syarat formal yang harus dipenuhi oleh masyarakat, pelaku usaha dan syarat formal yang harus dilalui oleh petugas karena memang memerlukan syarat-syarat tersebut.

Untuk kedisiplinan dan tanggung jawab petugas pelayanan melaksanakan pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM, semua informan pengguna layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM seragam menyatakan cukup disiplin dan tanggung jawab. Namun dikarenakan jumlah personil yang terbatas, verifikasi dokumen perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM harus berhenti pada saat waktu istirahat. Jika personil jumlahnya cukup banyak, waktu istirahat dapat efektif, efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut relevansi juga dengan implementasi kebijakan perizinan.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan pelayanan perizinan itu bisa dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan hasil wawancara belum terpenuhinya sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas. Disamping itu juga Tim Teknis memerlukan kualifikasi dengan kompetensi yang sesuai di bidangnya, misalnya waktu yang dijanjikan 7 hari ternyata penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan tapi kenyataannya harapan masyarakat tidak bisa dipenuhi kondisi ini terjadi karena SDM yang tersedia kurang mendukung.

Pelayanan bisa maksimal jika daya dukung juga tersedia, hal ini juga dialami oleh bagian pelayanan perizinan, dimana sumber daya manusia, loket layanan, komputer dan ruang kenyamanan masih terbatas. Demikian juga sosialisasi yang belum maksimal diberikan sampai tidak menyentuh pada masyarakat sehingga berpengaruh kepada tingkat pengetahuan masyarakat yang terbatas dan ketidaksiapan masyarakat untuk melakukan perizinan secara langsung.

 Untuk membentuk sebuah sistem diperlukan kerjasama yang kuat antar unit. Kerjasama antar unit diperlukan sebagai upaya masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, murah dan mudah namun pelaksanaannya masih belum optimal hal ini bisa terlihat dari munculnya keluhan-keluhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang solid antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal ini BPMPPT Bidang Pelayanan Perizinan, diantaranya melalui sosialisasi informasi sehingga masyarakat tahu banyak tentang informasi yang diberikan sehingga aksessibilitas yang telah disediakan oleh aparat dapat digunakan secara maksimal.
4.4.2
Strategi Penerapan Implementasi Kebijakan Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM  di BPMPPT Kota Banjar

Didalam penerapan strategi hendaknya dibuat suatu analisa dalam menentukan strategi apa yang sedang dilaksanakan atau diperbuat didalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar, dengan cara menginventaris visi, misi, tujuan dan sasaran agar startegi dan kebijakan terkait dengan kondisi lingkungan berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki baik oleh kelembagaan BPMPPT atau secara umum oleh masyarakat, yaitu :

1. Kekuatan

Berapa besarnya kekuatan yang dimiliki BPMPPT Kota Banjar dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, bail secara internal maupun eksternal, yaitu :

· Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E). Apa akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar.
· Kota Banjar adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan (yaitu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya).
2. Kelemahan
· Secara umum terdapat beberapa persoalan, sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas berkaitan dukungan terhadap upaya peningkatan pelayana perizinan.
· Masih kurang SDM dalam peningkatan pelayanan sehingga sering pengurusan perizinan yang seharusnya mudan dan cepat, menjadi lambat dikarenakan kurangnya personil.
3. Peluang/Tantangan

· Selain kekuatan dan kelemahan tantangan yang dihadapi dan dapat mempengaruhi dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar adalah dengan menambah dan menempatkan SDM yang memiliki kapasitas di bidang pelayanan perizinan.

· Belum terpenuhinya sarana dan prasara yang mendukung pelayanan publik sesuai SPM.

· Adanya pergeseran pola pikir, cara pandang dan harapan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan yang lebih bermutu dan berkualitas. Beragam keluhan yang disampaikan masyarakat baik melalui media massa maupun langsung merupakan indikator bahwa pelayanan yang diberikan masih dirasa kurang. 

4. Ancaman

· Belum semua data base perizinan terintegrasi dari OPD sehingga didalam pengajuan perizinan lintas daerah belum terintegrasi secara menyeluruh.

· Belum tergalinya potensi perizinan di Kota Banjar, khususnya perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Dari hasil analisis SWOT di atas dapat dipilih beberapa strategi implementasi kebijakan yang dapat digunakan oleh BPMPPT Kota Banjar khususnya dalam pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM, antara lain :

a. Penggunaan teknologi informasi dalam implementasi kebijakan pelayanan perizinan belum dapat digunakan secara optimal. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia.

b. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia di bidang pelayanan perizinan.

c. Perlu dilakukan pembinaan aparat pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan dengan mengikuti bimbingan teknis.

d. Dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan kadangkala membuat terobosan/penyederhanaan prosedur sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku.
5.1
Kesimpulan

Dari hasil penelitian Implementasi kebijakan dalam pelayanan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar pada dasarnya telah mencerminkan semangat dan maksud serta tujuan diselenggarakannya pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan di Kota Banjar sangat menyadari akan kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang sebaik-baiknya. Pelayanan Perizinan yang baik yaitu pelayanan yang sesuai dengan kriteria pelayanan prima yang dicirikan dengan pelayanan yang cepat, transparan dan pasti.

2. Kehadiran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar merupakan langkah keseriusan Pemerintah Kota Banjar untuk memenuhi harapan masyarakat dan dunia usaha tentang reformasi birokrasi perizinan yang didambakan oleh semua pihak. Dan sekaligus merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Banjar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mendapatkan pelayanan terbaik di bidang pelayanan perizinan.


3. Pelayanan prima tidak mungkin dapat dicapai tanpa partisipasi seluruh elemen baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu perlu saling memahami dan mengetahui peran dan posisi masing-masing pihak agar bersama-sama dalam mewujudkan pelayanan perizinan sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Bukti keseriusan Pemerintah Kota Banjar tercermin dalam upaya mulai penyempurnaan peraturan, peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan secara bertahap melalui program dan kegiatan penunjang lainnya.

4. Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E). Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar merupakan unsur dari pelayanan masyarakat di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

5. Dari hasil analisa implementasi kebijakan terhadap pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar yang berdasarkan model implementasi kebijakan dari Geoege C Edwards III diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar diantaranya :
A. Dimensi Komunikasi

Kurang optimalnya Implementasi Kebijakan IUP2T, IUPP dan IUTM Bidang Pelayanan Perizinan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar, yang disebabkan oleh :

a) Masih bersifat satu arah dalam penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kegiatan;

b) Penyampaian informasi kebijakan dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat dalam hal sosialisasi perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan stakeholder (dalam hal ini user pengguna layanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan);

c) Kurangnya informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait dengan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.

B. Dimensi Sumber Daya

a) Kurangnya sumber daya manusia sebagai pelaksanan kebijakan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM di BPMPPT Kota Banjar;

b) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memahami tugas dan fungsi pelayanan.
C. Dimensi Sumber Daya

a) Sikap aparat penyelenggara pemerintahan terhadap implementasi kebijakan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar dipandang oleh pengguna layanan perizinan bidang pelayanan cukup baik dan ada peningkatan dibanding dengan sebelumnya;

b) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan dalam penerapannya maksimal.

D. Dimensi Sumber Daya

Di dalam struktur organisasi di BPMPPT Kota Banjar terlihat adanya pembagian tugas antara bidang yang satu dengan yang lain sehingga koordinasi di level atas dapat berjalan dengan baik. Hasil analisa iImplementasi kebijakan terhadap pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM bidang pelayanan perizinan di BPMPPT Kota Banjar yang berdasarkan model kebiajakan dari George C Edwards III menyangkut Strategi Penerapan Implementasi Kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan di BPMPPT Kota Banjar, diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Dimensi Komunikasi

Perlunya sosialisasi terkait masalah perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada masyarakat dan stakeholder secara terus-menerus sehingga diharapkan masyarakat khususnya pelaku usaha mengetahui prosedur pengajuan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM;

b) Dimensi Sumber Daya

Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang dapat memberikan layanan secara optimal baik dari sisi pelayanannya maupun dari sisi penguasaan keilmuan ke pada para pengguna layanan;

c) Dimensi Disposisi

Perlu dilakukan/dijalankan pemberian insentif di BPMPPT Kota Banjar khusunya bagi pegawai yang secara teknis mengurus/melayani perizinan, sehingga akan timbul semangat dan motivasi kepada para pelaksanan perizinan;

d.
Dimensi Struktur Birokrasi

Perlu adanya peningkatan dalam menjalankan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sehingga diharapkan akan sangat membantu bagi pengintegrasian tiap sektor dalam rangka pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM.

5.2
Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Banjar untuk dapat meningkatkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan, diantaranya yaitu :

1. Secara Teoritis

Untuk implementasi kebijakan dalam pelayanan perizinan nampaknya perlu adanya konsep atau teori yang mempertimbangkan dimensi budaya yang secara langsung atau tidak mempengaruhi mindset dan perilakunya dalam bekerja.

2. Saran Praktis

a. Perlu adanya sosialisasi terkait masalah pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM kepada masyarakat dan stakeholder secara terus menerus, sehingga diharapkan tidak ada lagi pengguna layanan yang tidak mengetahui mengenai prosedur pengajuan pelayanan perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM;

b. Segera dilakukan penambahan jumlah pegawai BPMPPT Kota Banjar khususnya yang secara teknis melayani perizinan IUP2T, IUPP dan IUTM. Penambahan jumlah pegawai BPMPPT Kota Banjar dilakukan dengan kajian analisa jabatan (Anjab) terlebih dahulu, sehingga jumlah ideal pegawai akan dapat tergambar terlebih dahulu.

c. Penambahan pegawai harus diiringi juga dengan pemberian insentif yang memadai bagi pegawai guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai yang bersangkutan. Tentu saja pemberian insentif ini harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kota Banjar.

d. Strategi perbaikan implementasi kebijakan perizinan khususnya di bidang pelayana perizinan harus berimbang. Artinya semua faktor terkait dengan implementasi kebijakan sebagimana dimaksud oleh George C Edwards III harus diperhatikan dan diperbaiki secara simultan. 
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